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RINGKASAN

Ambang batas parlemen dalam Pemilihan Umum Legislatif sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa partai
politik harus memperoleh sedikitnya 4% suara sah nasional untuk dapat mengisi
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
menyederhanakan jumlah partai di parlemen serta memperkuat efektivitas
pemerintahan. Dalam kerangka sistem demokrasi Indonesia, ambang batas
parlemen menjadi bagian penting dari proses representasi politik dan pengaturan
keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan keterwakilan rakyat.

Proses penerapan ambang batas dilakukan setelah ditetapkannya hasil
rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Hanya partai yang memenuhi syarat 4% suara
nasional yang diperhitungkan dalam pembagian kursi DPR, sedangkan suara partai
yang berada di bawah ambang batas tidak dimasukkan dalam perhitungan.
Mekanisme ini telah berhasil mengurangi fragmentasi politik, namun juga
menimbulkan sejumlah konsekuensi, seperti hilangnya suara pemilih partai kecil,
berkurangnya representasi kelompok minoritas, serta potensi terjadinya
ketidakseimbangan hasil pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi turut menyoroti
bahwa penerapan ambang batas perlu dijalankan secara proporsional agar tidak
bertentangan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap penerapan ambang
batas menjadi penting untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap dihargai.
Kejelasan mengenai tahapan eliminasi suara, konsistensi penggunaan formula
konversi kursi, serta penguatan mekanisme audit dan pengawasan perlu menjadi
perhatian utama. Selain itu, opsi afirmatif bagi calon legislatif yang meraih suara
pribadi tinggi meskipun partainya tidak lolos ambang batas dapat dipertimbangkan
sebagai bentuk perlindungan terhadap legitimasi suara individu dalam sistem
proporsional terbuka. Dengan pengaturan yang lebih transparan, adil, dan inklusif,
sistem ambang batas parlemen dapat lebih selaras dengan prinsip demokrasi dan
kedaulatan rakyat.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Pemilu Legislatif, Partai Politik.

Ambang batas parlemen merupakan salah satu instrumen penting dalam
pemilu legislatif di Indonesia yang bertujuan menyederhanakan jumlah partai
politik di parlemen serta memperkuat efektivitas pemerintahan. Ketentuan ambang
batas sebesar 4% suara sah nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, dan menjadi penentu apakah sebuah partai politik berhak memperoleh kursi
DPR. Dalam konteks demokrasi perwakilan, aturan ini memengaruhi tidak hanya
struktur politik nasional, tetapi juga kualitas representasi rakyat dalam lembaga
legislatif.

Penerapannya dilakukan setelah proses rekapitulasi suara nasional selesai,
di mana hanya suara partai politik yang memenuhi ambang batas yang dihitung
dalam pembagian kursi DPR. Mekanisme ini berhasil menyederhanakan sistem
kepartaian dan meningkatkan stabilitas politik, namun juga menimbulkan
persoalan, terutama hilangnya suara pemilih partai yang tidak lolos ambang batas.
Konsekuensi tersebut turut berdampak pada keterwakilan kelompok minoritas,
ketidakseimbangan hasil pemilu, serta berkurangnya peluang partai kecil untuk
bersaing secara setara. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa
ambang batas harus diterapkan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan
prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Melihat berbagai dampak tersebut, ambang batas parlemen perlu dievaluasi
agar lebih selaras dengan nilai demokrasi dan perlindungan suara rakyat. Kejelasan
mekanisme eliminasi suara, konsistensi formula perhitungan kursi, dan penguatan
fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem yang ada.
Selain itu, opsi afirmatif bagi calon legislatif dengan suara pribadi tinggi dapat
menjadi salah satu jalan untuk mengurangi terbuangnya suara pemilih, terutama
dalam sistem proporsional terbuka. Dengan penyempurnaan mekanisme tersebut,
penerapan ambang batas parlemen dapat memberikan keseimbangan yang lebih
baik antara efektivitas politik dan representasi rakyat.
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ABSTRACT
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The parliamentary threshold is one of the key instruments in Indonesia’s
legislative elections, designed to reduce the number of political parties in
parliament and strengthen governmental effectiveness. The 4% national vote
threshold, as regulated under Law Number 7 of 2017, determines whether a political
party is eligible to obtain seats in the House of Representatives (DPR). Within the
framework of representative democracy, this rule influences not only the structure
of the national political system but also the quality of public representation in the
legislative body.

Its implementation begins after the completion of the national vote
recapitulation, where only political parties that meet the 4% threshold are included
in the allocation of DPR seats. This mechanism has successfully simplified the party
system and improved political stability, yet it also presents several challenges,
particularly the loss of votes cast for parties that fail to reach the threshold. These
consequences affect minority representation, create potential imbalances in
electoral outcomes, and reduce the competitiveness of smaller parties. Decisions of
the Constitutional Court have also emphasized that the threshold must be applied
proportionally so that it does not contradict the principles of justice and popular
sovereignty.

Considering these impacts, the parliamentary threshold requires evaluation
to ensure better alignment with democratic values and the protection of voters’
rights. Clearer rules on vote elimination, consistency in seat allocation formulas,
and stronger oversight mechanisms are essential to improving the current system.
Additionally, affirmative options for legislative candidates who receive high
individual vote counts may help prevent the loss of voter representation, especially
within an open-list proportional system. With these improvements, the
implementation of the parliamentary threshold can achieve a more balanced
outcome between political effectiveness and public representation.
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